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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Bumi adalah bagian dari elemen alam, bumi sejak zaman dahulu 
dipandang sebagai salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. 
Pengertian bumi adalah tempat dimana kita berpijak saat ini
1
, sedangkan 
ruang lingkup bumi menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah 
permukaan bumi dan tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah 
air
2
, dalam konteks penjabaran riilnya adalah tanah. Tanah sebagai bagian 
dari sumber daya alam didalamnya mengandung nilai ekonomi yang sangat 
besar misalkan kandungan air, minyak, atau bahkan pemanfaatannya sebagai 
tempat bercocok tanam hingga pembangunan, sehingga tidak heran jika tanah 
merupakan representasi dari status sosial, kekuasaan, dan  politik yang dapat 
menyebabkan terjadinya konflik sejak zaman dahulu hingga sekarang. Untuk 
itu, manusia mengatur pemanfaatan dari tanah. 
Di Indonesia sendiri telah mengatur mengenai pemanfaatan tanah, hal 
ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
mengatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk 
kemakmuran rakyat”. Konsepsi dikuasai oleh negara harus diartikan secara 
luas yakni berasal dari kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber 
kekayaan termasuk kepemilikan publik atas sumber daya alam. Tugas 
mengelola seluruh kekayaan alam tersebut tidak mungkin dilaksanakan oleh 
seluruh rakyat, maka rakyat secara kolektif yang dikonstruksikan oleh 
Undang-Undang Dasar 1945 atau selanjutnya disebut UUD 1945 
memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan 
tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan 
(beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-
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besarnya kemakmuran rakyat.
3
 Sebagai penjabaran dari Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 1945 ini dibentuklah Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, undang-undang ini mengatur 
hal-hal yang berkenaan dengan (pemanfaatan) sumber daya alam berupa 
tanah dan yang terkandung di dalamnya.
4
 Undang-Undang tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria atau selanjutnya disebut UUPA secara eksplisit 
menjelaskan bahwa negara sebagai kekuasaan tertinggi artinya ada hak 
menguasai negara pada sumber daya alam, akan tetapi negara bukan 
menguasai secara fisik namun negara hanya sebagai regulator atau pengatur 
sehingga negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan 
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan 
bumi, air dan sumber daya alam serta dipergunakan sebesar-besar untuk 
kemakmuran rakyat.  
Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat  (3) yang menyatakan 
bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pada era 
orde baru telah direduksi pengertiannya menjadi sumber daya alam dikuasai 
dalam arti yang sesungguhnya oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat,
5
 
sehingga tergolong sebagai state property. Menurut Yance Arizona
6
 Pasal 33 
ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 memberikan wewenang kepada negara 
untuk melakukan tiga hal yaitu: (a) mengatur dan menyelenggarakan 
peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan sumber 
daya alam tersebut; (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan 
hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan sumber daya alam; dan (c) 
menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
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dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan sumber daya 
alam. Penguasaan sumber daya alam oleh negara pada menciptakan model 
pengelolaan sumber daya alam secara seragam baik yang ada dipusat maupun 
daerah, artinya pemanfaataan sumber daya alam tersebut dikontrol dan diatur 
oleh rezim negara secara keseluruhan baik di pusat maupun daerah (state 
regime). Hal tersebut berimplikasi pula dalam pengelolaan sumber daya alam 
berupa tanah yang ada di desa. 
Keberadaan desa sebagai entitas masyarakat hukum sesungguhnya 
diakui dan dihormati, hal tersebut tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang 
1945 yang menyebutkan bahwa : 
”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” 
 
Pasal 18 tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap apa 
yang disebut ”otonomi desa” sebagai hak asal-usul dan hanya desa yang 
dipastikan memiliki otonomi,
7
 otonomi yang dimaksud adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 
tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
yang diberikan mencakup pula dengan pemanfaatan sumber daya alam 
berupa tanah desa yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah desa 
sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan 
sosial.karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum (communal 
regime). 
Berkaitan dengan itu, sejarah panjang pengelolaan sumber daya alam 
yang ada di desa berawal dari Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa mengatakan bahwa pengelolaan desa oleh negara. Tanah 
desa kas desa (dahulu disebut tanah bengkok) yang merupakan bagian dari 
sumber daya alam yang turut dikelola rezim negara, oleh para pemerhati hal 
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tersebut dianggap sebagai kesalahan fatal. Pengelolaan tanah kas desa oleh 
rezim negara menimbulkan manipulasi proses eksploitasi sumber daya alam 
untuk kepentingan  negara, juga praktek negaranisasi tanah membuat negara 
begitu mudahnya merubah status tanah desa adat menjadi tanah negara dan 
dikonsesikan pada perusahaan melalui Hak Guna Usaha (HGU).
8
 Konflik 
kepentingan dan ketegangan vertikal atas tanah antara tokoh-tokoh 
masyarakat dan pemerintah desa dapat menjadi masalah politik yang bersifat 
nasional akibat terlibatnya para elit politik nasional dengan berbagai 
kepentingan. Keterlibatan elit politik nasional itu tidak dalam rangka 
menyelesaikan ketegangan atau konflik pertanahan di desa, melainkan 
memanfaatkannya untuk investasi politik.
9
 Dengan kata lain pengelolaan 
sumber daya alam oleh rezim negara dipandang telah menimbulkan 
implementasi negatif bagi sumber daya alam itu sendiri, terutama 
pemanfaatan tanah. Koreksi atas kesalahan pengelolaan desa oleh negara 
melalui UU nomor 5 tahun 1979 tercermin dalam diktum Menimbang, huruf 
e Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang 
berbunyi :
10
  
“Bahwa Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintah 
Desa yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan 
pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang 
Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul 
daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti“ 
 
Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang 
Pemerintah Daerah tersebut memberikan semangat untuk mengembalikan 
sistem pengelolaan tanah kas desa yang dahulu dikelola oleh negara kembali 
dikelola oleh desa karena desa yang dianggap sebagai kesatuan masyarakat 
hukum dianggap memiliki hak tradisional yang perlu dihormati. Hal tersebut 
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mengakibatkan desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
pemerintahan dan juga sumber daya alamnya sendiri (communal regime). 
Pengelolaan sumber daya alam berupa tanah kas desa berbasis 
communal regime semakin diperkuat dengan munculnya Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang 
tentang Desa ini pemerintah menjadikan desa menjadi semakin dinamis. 
Kedinamisan desa ini terletak mulai dari sistem pemerintahan hingga 
kebebasan terhadap pemerintah desa untuk mengelola sumber daya alamnya 
sendiri, bisa diartikan sumber daya alam yang ada akan terintegrasi secara 
langsung, termasuk sumber daya lokal.
11
 Sangat menarik jika melihat 
bagaimana konsep pengelolaan sumber daya alam berupa tanah  jika dilihat 
dari sistem pemerintahan negara yang paling dasar yaitu desa.  
Desa berfungsi sebagai ujung tombak dalam melaksanakan 
kemasyarakatan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan 
pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang 
meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat.
12
 Merujuk pada Pasal 1 
Ayat (11) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan 
bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli 
desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa 
atau perolehan hak lainnya yang sah. dimana pemerintah desa mempunyai 
hak sepenuhnya dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh desa. Salah satu 
bagian dari aset desa tersebut adalah tanah kas desa. 
Desa Ngringo, merupakan desa dengan penduduk terpadat di 
Kabupaten Karanganyar, Ngringo berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo 
dan Kota Surakarta
13
 Desa ngringo memlikiki tanah kas desa, tanah kas desa 
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ngringo adalah bagian dari kekayaan desa. Menurut Pasal 2 Ayat (1) 
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 kekayaan asli desa dapat digolongkan 
dalam berbagai bentuk antara lain : tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, 
tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, 
pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian 
umum, dan lain-lain kekayaan asli desa. 
Pengelolaan tanah kas Desa Ngringo sesuai amanat Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 selayaknya 
dikelola berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, 
keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi 
sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Selain itu, rangkaian 
kegiatan dalam pengelolaan tanah kas desa mulai dari perencanaan, 
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, 
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian tanah.  
Tanah kas desa atau yang sering disebut warga dengan nama bengkok 
berupa area persawahan yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat 
desa sebagai penghasilan tambahan. Tanah bengkok tersebut dikelola oleh 
kepala desa dan perangkat desa yang masih aktif di desa ngringo dengan 
ditanami sayur-mayur dan kebutuhan pangan lainnya. Selain dikelola sendiri, 
tanah bengkok tersebut juga ada yang disewakan kepada warga desa yang 
ingin menyewa tanah bengkok tesebut. Karena tanah sebagai sumber daya 
alam yang bersifat komunal pengelolaan tanah kas desa yang baik tentunya 
dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta 
meningkatkan pendapatan desa. Upaya pengoptimalisasian pengelolaan tanah 
kas desa perlu mengacu pada Strategi Community Based Resources 
Management dan Good Governance yang didalamnya mencakup penguatan 
mekanisme dalam pengelolaan sumber daya agar lebih efektif terutama dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan lokal,
14
 artinya diperlukan kesiapan dari 
lembaga pemerintahan yang ada, memiliki sumber daya manusia yang 
memadai yang mampu serta tanggap terhadap dinamika kehidupan 
masyarakat terutama dalam mengartikulasikan kepentingan dan kebutuhan 
masyarakat, pengembangan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. 
Pengelolaan tanah kas desa ngringo yang berkaitan dengan 
penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan peraturan desa sesuai 
dengan kesepakatan musyawarah desa. Kekayaan milik pemerintah dan 
pemerintah daerah berskala lokal desa dapat dihibahkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya pengelolaan tanah kas 
desa dalam masa state regime dan setelahnya yaitu communal regime 
mempunyai perbedaan, oleh karenanya perlu dilakukan penelitian lebih 
lanjut, peneliti menilai bahwa penelitian mengenai model pengelolaan tanah 
kas desa berbasis communal regime ini menarik dan penting untuk diteliti.  
Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil 
judul Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Communal Regime di 
Indonesia (Studi Pengelolaan Tanah Kas Desa Ngringo, Kabupaten 
Karanganyar). 
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